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PENETAPAN
Nomor : 206/Pdt.P/2021/PN Pdg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, yang memeriksa permohonan telah
memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama
Pemohon :

Nama Lasma, jenis kelamin Perempuan , lahir di Pauh Kambar tanggal 15-12-
1971, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, Kebangsaan
Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, beralamat di Perum Talago Permai H5
RT 004 RW 013 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota

Padang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang
Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Pdg tanggal 07 Juli 2021 tentang penunjukan
Hakim ;

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan
Negeri Padang tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Perdata
pada tanggal 07 Juli 2021 dan didaftarkan dibawah register perkara nomor
206/Pdt.P/2021/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang
Laki-laki yang bernama Azwar pada tanggal selasa 22 April 1997 di Nan
Sabaris Padang Pariaman, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No
089/19/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nan
Sabaris Padang Pariaman.

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang
diberi nama Alvin Triaz Putra jenis kelamin laki-laki, lahir di Pauh
Kambar pada tanggal 07 Desember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 02/2001/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pariaman.

- Bahwa didalam ljazah anak pemohon tempat lahir anak pemohon disana
tertulis Pariaman sehingga berbeda dengan tempat lahir anak pemohon
yang tercantum didalam akte kelahiran anak pemohon tersebut.

- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk

mengganti/merubah tempat lahir anak pemohon yang tercantum didalam
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Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/2001/2002 yang mana disana

tercantum Pauh Kambar diganti/diubah Pariaman

- Bahwa alasan perubahan ini ingin menyamakan data anak pemohon
agar sesuai dengan KK dan document lainya.

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka
terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri
Padang ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk
mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;

2. Menyatakan sah atas Penggantian tempat lahir pada Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 02/2001/2002 yang semula Pauh Kambar
diganti/diubah Pariaman

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan
ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran
Nomor 02/2001/2002 tempat lahir yang tercantum Pauh Kambar
diganti/diubah Pariaman

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim ia
menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana dalam

surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di

persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon Lasma dan fotocopy KTP atas nama

Azwar suami Pemohon, diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu ALVIN TRIAZ
PUTRA No. 02/2001/2002, tanggal 07 Desember 2001, yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, diberi tanda
bukti P-2;

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, diberi tanda bukti
P-3;
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4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami Pemohon Azwar dan
Pemohon Lasma, tanggal 2 Mei 1997 2001, Nomor: 089/19/V/1997,
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, diberi
tanda bukti P-4;

5. Fotocopy ljazah sekolah dasar tahun pelajaran 2012/2013, tanggal 8 Juni
2013 atas nama ALVIN TRIAZ PUTRA, lahir di Pariaman, tanggal 07
September 2001, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Adabiah Kec Padang
Timur Kota Padang, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy ljazah SMP Negeri 2 Padang, tahun pelajaran 2015/20186 tanggal
11 Juni 2016 atas nama ALVIN TRIAZ PUTRA , lahir di di Pariaman, tanggal
07 September 2001, dikeluarkan oleh Sekolah SMP Negeri 2 Padang, diberi
tanda bukti P-6;

7. Fotocopy ljazah SMA Negeri 1 Padang, tahun pelajaran 2018/2019 tanggal
13 Mei 2019 atas nama ALVIN TRIAZ PUTRA , lahir di di Pariaman, tanggal
07 September 2001, dikeluarkan oleh Sekolah SMA Negeri 1 Padang, diberi
tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat (P-1 s/d P-6) tersebut di
atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima

sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah
sumpabh dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ryan Hidayat, didepan persidangan memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini adalah
masalah tanggal tempat lahir anaknya yang berbeda antara di ljazah
dengan Akte Kelahirannya;

- Bahwa perbedaannya adalah di Akte Kelahiran disana tempat lahir anak
Pemohon tertulis Pauh Kamba, tanggal tanggal 07 September 2001,
sedangkan di ijazah anak Pemohon semuanya tertulis tempat lahirnya di
Pariaman ;

- Bahwa nama anak Pemohon adalah ALVIN TRIAZ PUTRA ;
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- Bahwa untuk penyeragaman data anak Pemohon maka tempat lahir anak
tersebut harus diganti sebagaimana yang tercantum pada Akte Kelahiran
anak, disebutkan tempat lahir anak adalah di Pauh Kamba, sedangkan
dalam ijazah SD, SMP dan SMA tempat lahir anak Pemohon Tertulis
Pariaman;

- Bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti tempat lahir anak yang
tertera di Akte Kelahirannya yaitu Pauh Kamba, dirubah/diganti menjadi
tempat lahir di Pariaman, sesuai dengan yang tertera pada ijazah anak

Pemohon tersebut;

2. Saksi Yudhi Mizardi, di persidangan telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini adalah
masalah tanggal tempat lahir anaknya yang berbeda antara di ljazah
dengan Akte Kelahirannya;

- Bahwa perbedaannya adalah di Akte Kelahiran disana tempat lahir anak
Pemohon tertulis Pauh Kamba, tanggal tanggal 07 September 2001,
sedangkan di ijazah anak Pemohon semuanya tertulis tempat lahirnya di
Pariaman ;

- Bahwa nama anak Pemohon adalah ALVIN TRIAZ PUTRA ;

- Bahwa untuk penyeragaman data anak Pemohon maka tempat lahir anak
tersebut harus diganti sebagaimana yang tercantum pada Akte Kelahiran
anak, disebutkan tempat lahir anak adalah di Pauh Kamba, sedangkan
dalam ijazah SD, SMP dan SMA tempat lahir anak Pemohon Tertulis
Pariaman;

- Bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti tempat lahir anak yang
tertera di Akte Kelahirannya yaitu Pauh Kamba, dirubah/diganti menjadi
tempat lahir di Pariaman, sesuai dengan yang tertera pada ijazah anak

Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap
dan terperinci didalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah
termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal

lagi dan hanya memohon penetapan ;
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TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya,
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai

dengan P-7, dan 2 (Dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan
dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari
keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan
keterangan Pemohon, pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan
permohonannya ke Pengadilan karena adanya perbedaan penulisan Tempat
lahir anak Pemohon pada akte kelahirannya dengan yang ditulis pada ljazah
sekolah anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki
/merubah tempat lahir anak Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam
Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 02/2001/2002, tanggal 07
Desember 2001, yang mana tempat kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis
di Pauh Kambar, dan Pemohon ingin merubah/mengganti tempat kelahiran anak
Pemohon tersebut menjadi di Pariaman, menyesuaikan dengan tempat
kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada ljazah SD, SMP dan SMA anak

Pemohon yakni di Pariaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan pemohon tersebut, Hakim
berpendapat bahwa ternyata alasan Pemohon adalah untuk melakukan
perubahan/perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta
Kelahiran anak pemohon Nomor 02/2001/2002, tanggal 07 Desember 2001,
yang semula tercantum di Pauh Kambar diganti/diubah menjadi tempat
lahir Pariaman, disesuaikan dengan tempat kelahiran anak Pemohon yang
tercantum pada ljazah SD, SMP dan SMA anak pemohon, yang menurut Hakim
alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum,
maupun kesusilaan yang baik, dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat
yang hidup dilingkungan Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan

ketentuan sebagaimana di gariskan dalam pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006
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tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon tersebut

patutlah untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Padang,
dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil
Kota Padang, maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan/menyerahkan
penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Dinas Catatan Sipil dan
Kependudukan Kota Padang, oleh karena Penetapan ini merupakan dasar
hukum bagi Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan penggantian/perbaikan
tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon
tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang yang

menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon,
maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi
Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan
Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil
membuat Catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon

yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul

dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang

bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah atas Penggantian tempat lahir anak Pemohon pada
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/2001/2002, tanggal 07 Desember 2001,
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yang semula tercantum di Pauh Kambar diganti/diubah menjadi tempat
lahir Pariaman ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan /
perubahan penulisan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta
tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil
Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan
Penetapan ini ;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk
melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor
02/2001/2002, tanggal 07 Desember 2001, yang semula tercantum di
Pauh Kambar diganti/diubah menjadi tempat lahir Pariaman ;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh
kami RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas
I A sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Wakil Ketua
Pengadilan tentang Penetapan Hakim, pada tanggal 07 Juli 2021 Nomor
206/Pdt.P/2021/PN.Pdg, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,
dibantu oleh Agustini, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Padang Kelas IA dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti, Hakim Tersebut,

Agustini., Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran ' Rp. 30.000,-
- ATK ' Rp. 50.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi 'Rp 10.000,-
Jumlah ' Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
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